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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 /PMK.03/2021 

TENTANG 

TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dan 

memberikan peraturan pelaksanaan serta meningkatkan 

pelayanan kepada Wajib Pajak mengenai pendaftaran, 

pelaporan, dan pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan, perlu mengganti ketentuan mengenai tata 

cara pendaftaran dan pendataan Objek Pajak dan Subjek 

Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran 

dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib 

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; 

b. bahwa dengan beralihnya kewenangan pemungutan dan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan ke Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak 

terkait Pajak Bumi dan Bangunan mengelola Pajak Bumi 
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dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, 

Pertambangan, dan Sektor Lainnya; 

c. bahwa untuk mendukung program kemudahan dalam 

berusaha (ease of doing business) oleh Pemerintah 

Indonesia, diperlukan penyederhanaan dalam rangka 

pendaftaran dan pelaporan Objek Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan oleh Wajib Pajak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
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Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK 

PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB 

Perdesaan dan Perkotaan. 

3. Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak 

adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban 

membayar PBB. 

4. Objek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Objek Pajak 

adalah bumi dan/atau bangunan yang merupakan objek 

pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, 

PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB 

Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, 
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PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan 

PBB Sektor Lainnya. 

5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut 

ketentuan Undang-Undang PBB yang dilampiri dengan 

lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dengan SPOP. 

6. SPOP Elektronik adalah SPOP dalam bentuk dokumen 

elektronik. 

7. Pendaftaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mendaftarkan Objek Pajak yang belum terdaftar dalam 

sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal 

Pajak. 

8. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak kepada 

Direktorat Jenderal Pajak. 

9. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh, 

melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak 

dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis 

Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. 

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, 

menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau 

bukti, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan PBB. 

11. Penelitian PBB yang selanjutnya disebut Penelitian 

adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan 

kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang 

diperoleh dan/atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau 

berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

12. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP 

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 
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mengadministrasikan PBB, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP 

adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana 

dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak. 

14. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang 

selanjutnya disingkat SKT PBB adalah surat keterangan 

yang diterbitkan oleh Kepala KPP sebagai pemberitahuan 

bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam 

sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal 

Pajak. 

15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, 

yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 

BAB II 

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib melakukan Pendaftaran pada 

Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP paling lama 1 

(satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan 

subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang PBB untuk diberikan SKT PBB. 

(2) Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah atau tanggal hak guna usaha 

yang diterbitkan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
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